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KEMENKEU. Dana Hibah Langsung dalam Bentuk
Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk
Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi
Tengah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140/PMK.05/2018
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
DARI PEMBERI HIBAH LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN

Menimbang

BENCANA ALAM DI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah,
Menteri Keuangan berwenang melaksanakan
penatausahaan atas pinjaman luar negeri dan hibah;
bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening
pemerintah;

bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas penerimaan
dan pengelolaan dana bantuan hibah langsung dalam
bentuk uang dari pihak pemberi hibah luar negeri untuk
penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah, perlu
diatur mekanisme penerimaan dan pengelolaan melalui

rekening penampungan dana hibah langsung pada bank
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Mengingat

umum,;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung dalam Bentuk
Uang dari Pemberi Hibah Luar Negeri untuk

Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja
Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2004/1TAHUN2004UU.htm

Menetapkan
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Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

MEMUTUSKAN:

TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG
DALAM BENTUK UANG DARI PEMBERI HIBAH LUAR
NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI
SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Hibah Langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak
melalui mekanisme perencanaan dari pemberi hibah
luar negeri untuk penanggulangan bencana alam di
Sulawesi Tengah dalam bentuk uang.

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat RPDHL adalah rekening lainnya
dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan
kerja lingkup kementerian negara/lembaga untuk
pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang dari
pemberi hibah luar negeri.

Rekening Penyaluran Dana Hibah yang selanjutnya
disingkat RPDH adalah rekening lainnya dalam bentuk
giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan
dana hibah yang berasal dari RPDHL.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang
selanjutnya disingkat BNPB adalah badan nasional
sesuai dengan tugas dan fungsinya menangani bencana
nasional.

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan
Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya
disebut KPA Satker BNPB adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggungjawab penggunaan anggaran BNPB.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
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prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pemberi Hibah Luar Negeri adalah pemerintah asing

dan organisasi internasional/regional antar pemerintah.

Pasal 2

Hibah Langsung dikelola oleh BNPB.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3
Untuk penerimaan dan pengelolaan Hibah Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KPA Satker BNPB
membuka rekening pada Bank Umum.
Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. RPDHL dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika

Serikat (USD); dan

b. RPDH dalam bentuk Rupiah.
Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan rekening lainnya milik satuan kerja lingkup
kementerian negara/lembaga.
Tata cara pembukaan rekening sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan

kerja lingkup kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

Penerimaan Hibah Langsung dari Pemberi Hibah Luar
Negeri ditampung pada RPDHL dalam bentuk valuta
asing Dollar Amerika Serikat (USD).

Dalam penggunaan Hibah Langsung untuk
penanggulangan bencana, KPA Satker BNPB
memindahkan sejumlah dana sesuai dengan kebutuhan
dari RPDHL dalam bentuk valuta asing Dollar Amerika
Serikat (USD) ke RPDH dalam bentuk Rupiah.

Pada saat pemindahan sejumlah dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bank Umum menggunakan kurs

yang berlaku pada saat pemindahan.



